PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin
Gangguan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan

Retribusi Izin Gangguan;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4935);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5404);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di

Daerah;



Menetapkan

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 694);

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6
Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 0610);

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4
Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran
Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor
04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang

Selatan Nomor 0411);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.

Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, yang selanjutnya disebut BP2T

adalah Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan yang mengelola Izin

Gangguan.



10.

(1)

(2)

(1)

Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada
orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan
bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan
yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok
orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan Ijin
Gangguan kepada Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok Retribusi yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah
Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi

berupa bunga dan atau denda.

BAB II

DASAR PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

nPasal 2
Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan

pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi
diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 3
Pengurangan Retribusi Izin Gangguan diberikan dalam bentuk

pengurangan terhadap pokok Retribusi Izin GangguaN



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Keringanan Retribusi Izin Gangguan diberikan dalam bentuk:

a. angsuran pembayaran Retribusi; atau

b. penundaan pembayaran Retribusi.

Pembebasan Retribusi Izin Gangguan diberikan dalam bentuk

pembebasan dari besaran Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 4
Pengurangan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan kriteria:
a. Wajib Retribusi yang melakukan usaha kecil, atau usaha menengah
sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah /Pemerintah Daerah; dan
b. pemberian pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
huruf a, diberikan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima per
seratus) dari SKRD.
Keringanan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan
mempertimbangkan kemampuan sebagai usaha kecil dan dibuktikan
dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh kantor
akuntan publik yang kompeten.
Pembebasan Retribusi diberikan kepada:
a. kegiatan usaha mikro; atau
b. objek Retribusi milik Pemerintah /Pemerintah Daerah.
Pembebasan Retribusi terhadap kegiatan usaha mikro sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, dibuktikan dengan surat pernyataan
bermaterai yang menyatakan sebagai pelaku usaha mikro dengan
menyebutkan kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

yang diketahui oleh Camat, dan Lurah setempat.



(1)

(2)

Bagian Ketiga

Pemberian Pengurangan, dan Keringanan Retribusi

Pasal 5

Pengurangan Retribusi Izin Gangguan diberikan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a.

pengurangan 25% (dua puluh lima per seratus) untuk kegiatan
usaha kecil dengan keluasan tempat usaha kurang dari 100m?
(seratus meter persegi);

selain usaha kecil sebagaimana dimaksud pada huruf a, terhadap
usaha kecil lebih dari 100m? (seratus meter persegi), dan usaha
menengah /usaha bebas diberikan pengurangan paling banyak 20%
(dua puluh per seratus);

pengajuan pengurangan Retribusi Izin Gangguan, diajukan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan; dan

dalam hal objek Retribusi sedang dalam proses pengajuan
pengurangan, tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda

keterlambatan.

Keringanan Retribusi Izin Gangguan diberikan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a.

angsuran pembayaran Retribusi sebanyak 6 (enam) kali dalam waktu
6 (enam) bulan;

selain angsuran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, keringanan
dapat diberikan dengan cara penundaan pembayaran Retribusi
paling lama 3 (tiga) bulan;

pengajuan keringanan Retribusi Izin Gangguan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, diajukan paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan; dan

dalam hal objek Retribusi sedang dalam proses pengajuan
keringanan, tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda

keterlambatan.



BAB III
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6
Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan,
dan pembebasan Retribusi sebagai berikut:
a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
c. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang
akan diajukan permohonan; dan
d. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan,

kecuali untuk pemberian pembebasan Retribusi.

Pasal 7
Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan
pembebasan retribusi secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BP2T
dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6.

Pasal 8

(1) BP2T melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan,
keringanan, dan pembebasan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 secara lengkap dan benar.

(2) BP2T dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke
lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang
dipersyaratkan.

(3) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh
Walikota untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.

(4) Keputusan Walikota atas permohonan pengurangan, keringanan, dan

pembebasan retribusi diberikan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal



diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah
terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan

pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dianggap diterima.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang

Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 2 September 2013.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 2 September 2013.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

DUDUNG E DIREDJA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 13.



